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ABSTRAK

Berkembangnya teknologi di era industri 4.0 saat ini  menyebabkan perubahan
dari segala aspek kehidupan manusia dan memunculkan berbagai inovasi. Salah
satu inovasi tersebut yaitu munculnya smart contract. Perbedaan mendasar antara
smart contract dengan kontrak konvensional terletak pada medianya yaitu smart
contract sudah menggunakan media elektronik. Smart contract mampu untuk
meningkatkan produktivitas dalam melakukan bisnis apabila dibandingkan dengan
kontrak konvensional. Tujuan daripada penelitian ini untuk mengetahui mengenai
perlindungan hukum pelaksanaan smart contract di Indonesia dan Uni
Eropa.Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian yaitu metode penelitian
yuridis normatif, dengan melakukan pendekatan perundang-undangan dan
pendekatan perbandingan. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dan
menggunakan teknik pengumpulan data studi kepustakaan. Penelitian ini berfokus
pada perlindungan pelaksanaan smart contract Pada saat ini regulasi yang
digunakan untuk mengatur mengenai smart contract yaitu Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Peraturan
Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan
Transaksi Elektronik (PP PSTE). Namun peraturan tersebut mengakomodir secara
komprehensif mengenai smart contract secara khusus, sehingga terdapat celah
hukum dalam peraturan smart contract di Indonesia. Melalui celah hukum
tersebut penulis ingin melakukan penelitian terhadap bagaimana sistem hukum
Indonesia mengatur mengenai pelaksanaan smart contract. Maka dari itu, penulis
ingin menggunakan analisis komparatif dengan peraturan di Uni Eropa yaitu
General Data Protection Regulation (GDPR). GDPR menjadi salah satu peraturan
yang digunakan oleh negara Uni Eropa dalam penerapan smart contract dan
GDPR sudah mengatur secara khusus mengenai smart contract.

Kata Kunci : Smart Contract, Pengaturan Indonesia, Pengaturan Uni Eropa
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ABSTRACT

The advancement of technology in the era of Industry 4.0 is currently causing

changes in all aspects of human life and giving rise to various innovations. One of

these innovations is the emergence of smart contracts. The fundamental difference

between smart contracts and conventional contracts lies in their medium, with

smart contracts utilizing electronic media. Smart contracts are capable of

enhancing productivity in business compared to conventional contracts. The

purpose of this research is to understand the legal protection of the

implementation of smart contracts in Indonesia and the European Union. The

research method used is normative juridical research, employing legislative and

comparative approaches. This study is descriptive-analytical and utilizes literature

review as the data collection technique. The focus is on the protection of smart

contract implementation. Currently, the regulations governing smart contracts in

Indonesia include Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law

Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions (ITE

Law) and Government Regulation Number 71 of 2019 concerning the

Implementation of Electronic Systems and Transactions (PSTE Regulation).

However, these regulations do not comprehensively accommodate smart contracts

specifically, leading to legal loopholes in smart contract regulations in Indonesia.

Through these legal loopholes, the author aims to investigate how the Indonesian

legal system regulates the implementation of smart contracts. Therefore, the

author intends to conduct a comparative analysis with regulations in the European

Union, specifically the General Data Protection Regulation (GDPR). GDPR is one

of the regulations used by EU countries in the implementation of smart contracts,

and it specifically addresses smart contracts.

Keywords : Smart Contract, Indonesia Law, European Union Law
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